
MENTERI DALAM NEGERI

REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NoMoR ?6 tegvNzoto
TENTANG

PEMBAYARAN KETERSEDIAAN LAYANAN DALAM RANGKA KERJASAMA

PEMERINTAH DAERAH DENGAN BADAN USAHA DALAM PENYEDIAAN

INFRASTRUKTUR DI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang ; bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (S) dan

Pasal 47 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015

tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam

Penyediaan Infrastruktur, perlu menetapkan Peraturan

Menteri Dalam Negeri tentang Pembayaran Ketersediaan

Layanan Dalam Rangka Kerjasama Pemerintah Daerah

Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur di

Daerah;

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tamba!:'an Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

Mengingat



-2-

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun

2015 tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan

Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 62);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG

PEMBAYARAN KETERSEDIAAN LAYANAN DALAM RANGKA

KERJASAMA PEMERINTAH DAERAH DENGAN BADAN

USAHA DALAM PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR DI DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi

kewenangan daerah otonom.

2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya

disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan ralqrat

daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara

Pemerintahan Daerah.

3. Kerjasama Pemerintah Daerah dan Badan Usaha yang

selanjutnya disingkat KPDBU adalah kerjasama antara

pemerintah daerah dan Badan Usaha dalam Penyediaan

Infrastruktur untuk kepentingan umum. dengan

mengacu pada spesifikasi yang telah ditetapkan

sebelumnya oleh Kepala Daerah selaku Penanggung

Jawab Proyek Kerjasama (PJPK), yang sebagian atau

seluruhnya menggunakan sumber daya Badan Usaha


